KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR7475TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN
PROFESI BAGI GURU, KEPALA, DAN PENGAWAS MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi,
profesionalisme, dan kinerja guru, kepala dan pengawas
madrasah dalam melaksanakan tugas keprofesian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dipandang perlu memberikan tunjangan profesi guru, kepala
dan pengawas madrasah;

b. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi
guru, kepala dan pengawas madrasah yang telah
memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru
sesuai dengan ketentuan, perlu pengaturan mekanisme
penyaluran tunjangan profesi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Tunjangan Profesi Guru, Kepala dan Pengawas

Madrasah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6827);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8157

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas
Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6264);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021



tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
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Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun
2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru
Bukan Pegawai Negeri Sipil Dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan
Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05 /2010
tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan
Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan
Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 441);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111
Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada
Pendidikan dasar dan Menengah,;

Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri
Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB /2014, Nomor
05/SKB/MENPAN RB/VIII/ 2014, Nomor 14/PBM/s014
tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil Di
Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1202);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2016 tentang Penataan Linjeritas Guru Bersertifikat
Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan
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Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 593);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang
Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1578)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala
Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 nomor 683);

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
288)

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
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Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat
Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan
Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan

Kementerian Agama;

. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang

Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada
Madrasah;

Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang
Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah;
Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang
Bersertifikat Pendidik;

Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang

Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah;

- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun

2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN
PROFESI BAGI GURU, KEPALA, DAN PENGAWAS MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2023.



KESATU :  Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunj angan Profesi bagi
Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah Tahun Anggaran 2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :  Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan acuan bagi para pejabat dalam rangka
menghitung dan menetapkan beban kerja guru madrasah yang
sudah lulus sertifikasi agar tunjangan profesinya dapat
dibayarkan.

KETIGA ¢ Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2022
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Do

4 MUHAMMAD ALI RAMDHANI J



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7475 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU,
KEPALA, DAN PENGAWAS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU, KEPALA,
DAN PENGAWAS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru, kepala dan pengawas madrasah sebagai tenaga profesional memiliki
peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai
dengan prinsip profesionalisme. Sebagai wujud prinsip profesionalisme tersebut
diharapkan guru, kepala, dan pengawas madrasah yang sudah menyandang gelar
sebagai tenaga profesional mampu meningkatkan kompetensi, motivasi, dan
kinerjanya. Dalam melaksanakan tugas profesi tersebut dipandang perlu
memberikan tunjangan profesi bagi guru, kepala, dan pengawas madrasabh.

Untuk kelancaran pembayaran tunjangan profesi bagi guru, kepala, dan
pengawas madrasah yang telah memperoleh sertifikat pendidik, Nomor Registrasi
Guru (NRG), dan memenuhi beban kerja diperlukan petunjuk teknis tentang
pembayaran tunjangan profesi bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah untuk
dijadikan pedoman oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat
Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota, satuan pendidikan.

B. Pengertian Umum

1. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang

memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang
mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah

Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan
(MAK).

3. Guru yang selanjutnya disebut guru madrasah adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
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1.3.

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di
kelas tertentu di RA dan MI/MILB kecuali mata pelajaran Pendidikan Jasmani,

Olah Raga dan Kesehatan, dan Pendidikan Agama Islam.

Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata

pelajaran tertentu di madrasah.

Guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik
minimal sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan

memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling.

Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal
sarjana pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah

lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan.

Guru Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (PNS DPK) adalah guru Pegawai
Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya
dibebankan pada instansi induknya dan proses pelaksanaan tugasnya

dibuktikan oleh Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembina Kepegawaian di

instansi induknya.

Guru Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (PNS DPK) terdiri dari PNS yang
diangkat oleh Kementerian Agama dan PNS DPK yang diangkat oleh

Pemerintah Daerah.

Guru Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat GBASN adalah

guru bukan aparatur sipil negara pada madrasah yang diselenggarakan oleh
2
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pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau
diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka
waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus serta tercatat pada
satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disebut
Guru PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu

dalam rangka melaksanakan tugas jabatan guru.

Kepala madrasah adalah pemimpin madrasah yang melaksanakan tugas
manajerial, mengembangkan kewirausahaan, melakukan supervisi kepada
guru dan tenaga kependidikan serta dapat melaksanakan tugas pembelajaran

atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru madrasah.

Pengawas sekolah pada madrasah yang selanjutnya disebut Pengawas
Madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab
dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan

madrasah.

Satuan administrasi pangkal yang selanjutnya disebut SATMINKAL adalah
satuan pendidikan utama yang secara administrasi guru atau kepala

madrasah terdaftar dan melaksanakan tugasnya.

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi
oleh seorang pendidik yang harus dibuktikan dengan ijazah dan/atau

sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada guru sebagai tenaga profesional yang diterbitkan oleh Lembaga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Inpassing GBASN adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa
kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki GBASN yang diformulasikan

dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan
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angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai

negeri sipil.

Surat Keputusan Penetapan Inpassing GBASN adalah surat keputusan

penetapan pangkat, golongan dan angka kredit Inpassing GBASN.

Nomor Registrasi Guru yang selanjutnya disingkat NRG adalah nomor
registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih

bidang studi atau keahlian, yang berbeda antara pemegang satu dengan

lainnya.

Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang
selanjutnya disingkat NPK merupakan nomor unik yang diterbitkan oleh

Kementerian Agama untuk guru tetap baik ASN maupun GBASN.

Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian
Agama yang selanjutnya disebut SIMPATIKA adalah sistem pendataan dan
informasi guru dan tenaga kependidikan yang berbasis teknologi informasi

dalam jaringan secara elektronik.

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) adalah surat keterangan
untuk melaksanakan tugas mengajar sebagai guru dan melaksanakan

pembinaan bagi pengawas sesuai peraturan yang ditetapkan.

Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) adalah surat keterangan pemenuhan

beban kerja sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menerima tunjangan

profesi.

Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) adalah
Surat Keputusan yang diterbitkan berdasarkan analisis kelayakan hasil
verifikasi dan validasi data penerima tunjangan profesi berbasis data SKMT,
SKBK, dan kehadiran dari satuan kerja yang diterbitkan secara digital melalui

SIMPATIKA oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

SPTJM adalah Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas pembayaran

Tunjangan Profesi Guru yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan

penerima Tunjangan Profesi Guru.

Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi adalah Surat
Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada satuan kerja

yang merupakan dasar pemberian tunjangan profesi, yang diterbitkan melalui
SIMPATIKA.

































































